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KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK 

 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  

KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK  

NOMOR : 5/HK.03.2-Kpt/9212/2021 

TENTANG 

PENETAPAN JARINGAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI HUKUM  

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK, 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan 

Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan 

Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang 

menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas 

dan fungsinya  menyelenggarakan kegiatan yang 

berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga 

Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk 

organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum 

di lingkungannya; 

  b.  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Pengelolaan  dan Pelayanan Informasi  Publik di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan 

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi 

Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan 

Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta 

merta informasi publik yang telah dikuasai dan 

didokumentasikan; 

  c. Bahwa berdasarka pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak 

SALINAN 
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tentang Penetapan Jaringan Dokumentasi dan Informasi 

Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Pegunungan Arfak; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 182, Tambhan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6109); 

2. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); 

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang 

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 82); 

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dfi 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456); 
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6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun       

2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan dan 

Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan    

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau 

Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249); 

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun       

2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan dan 

Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan 

Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 193); 

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupatern/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 4 Tahuin 2021 tentang Perubahan 

Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan 

Umum, Komisi Pemilihan  Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);  

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan 

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1236); 

10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang 

Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

692); 
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11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Pegunungan Arfak Nomor 561/HM.03.5-

Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Jaringan Dokumentasi 

dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Pegunungan Arfak; 

Memperhatikan : 1. Berita Acara Nomor : 06/HK.03-BA/9212/2021 tentang 

Rapat Pleno Terbuka Penetapan Jaringan Dokumentasi 

dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Pegunungan Arfak; 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

PEGUNUNGAN ARFAK TENTANG PENETAPAN JARINGAN 

DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI 

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK. 

KESATU : Menetapkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak 

dengan laman sebagai berikut : jdih.kpu.go.id/pabar/pegaf 

KEDUA : Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  sebagaimana 

dimaksud pada Diktum KESATU berfungsi sebagai Media 

Penyebaran Informasi dan Dokumentasi Hukum pada 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak. 

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

    

Ditetapkan di : Pegunungan Arfak 
Pada tanggal 

 

: 10 November 2021 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK, 

 

TTD 

 

       HERY TOWANSIBA   

                                        

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK 

Sekretaris 

 

 

AMON O. MANOBI 


